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WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat
menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan terhadap masyarakat
serta kelestarian lingkungan perlu dilakukan penataan perizinan
sehinggga tercipta suasana yang kondusif antara dunia usaha,
kepentingan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintahan di
Daerah;

b. bahwa untuk penataan dan pengendalian tempat usaha diperlukan
suatu pengaturan melalui proses perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin
Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor
226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan
Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan
(Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau
gangguan(HO);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kalli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Undang-undang (UUG/HO) bagi Perusahan-
perusahan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang
Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1984 tentang Tata Cara Penyedian Tanah dan Pemberian Hak Atas
Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang
Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahan yang
Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap
Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahan Kawasan Industri
serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan
yang Berlokasi didalam Kawasan Industri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin
Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi
Perusahaan Industri;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan
Daerah;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;

23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan di Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk
memproses pemberian Izin Gangguan.

5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap
kepentingan umum sehingga mengganggu fungsi lingkungan.

6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau
badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak
termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan PPIG adalah panitia yang
dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan
Izin Gangguan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja
Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
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11. Perusahaan Industri adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri.

12. Perusahaan Bukan Industri adalah Badan usaha yang tidak melakukan kegiatan dibidang
usaha industri.

13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang
dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.

15. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas
pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi
tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan serta pencemaran
lingkungan.

16. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta
sarana penunjang.

17. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan
usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada
didalam lokasi kegiatan usaha.

18. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan Fungsinya
berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang yang memuat ketentuan
pidana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;

b. memberikan perlindungan bagi masyarakat.

c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan
kelestarian lingkungan.

BAB III
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:

a. lingkungan;

b. sosial budaya kemasyarakatan; dan

c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang
bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial budaya kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral, nilai-nilai budaya dan/atau
ketertiban umum.
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(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
ancaman terhadap :

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi
usaha.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas/merubah tempat
usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial budaya kemasyarakatan
dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.

(2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. izin gangguan perusahaan industri;

b. izin gangguan perusahaan bukan industri.

(3) Objek izin gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial
budaya kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Selain objek izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

BAB V
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

(1) Walikota berwenang memberikan izin gangguan kepada setiap orang atau badan yang
mendirikan dan/atau memperluas/merubah tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi
tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan
terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

(2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

(1) Untuk memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah
dan telah dilegalisir;

b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau sertifikat laik fungsi dan telah
dilegalisir;

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;

d. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan (jika usaha tersebut
dilakukan oleh Badan) yang dilegalisir;

e. surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Lurah setempat;

f. pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
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